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This paper is to review the 5 selective aticles of Islamic Microfinance in order to highlight the 
crusial issues raised in the papers. The Findings of this article review is Islamic Micro Finance 
Institutions (IMFIs) is an effective tool to enhance the performance of Small Medium Entreprises and 
empower the poor society. Unfortunetelly, IMFIs have an ability to eradicate the poverty but still facing 
many problems to improve the capacity  the poorest of the poor people due to   financing in this group is 
very risk. Therefore, the social financing is needed to stimulate them, and one of the invention in 
microfinancing in this research is what we call as integrated financing schema for the poor which using 
waqaf instrument as a model of intervention to the poor society. 
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PENDAHULUAN 
Paper ini mengangkat tema tentang mikrofinance syariah, mengingat fitur keuangan 
mikro ini  digadang-gadang banyak kalangan menjadi alnertatif solusi kemiskinan di Indonesia 
maupun negara muslim lainnya. Saat ini, kemiskinanan multidimensional masih menjadi 
penyakit ekonomi yang diderita oleh ekonomi dunia terparah adalah dialami oleh negara 
muslim jika menggunakan indikator penghasilan perhari 1$ didapati penduduk muslim dunia 
yang masuk katagori miskin adalah sejumlah 15,6%, jika indikator kemiskinannya penghasilan 
perhari 1,25 Dollar naik menjadi 31% dan jika mengikuti standard Bank Dunia dimana orang 
dikatakan miskin jika berpenghasilan dibawah 2$ maka angkanya lebih fantastis lagi yakni 
42%.  
Data berikut mengilustrasikan sebaran penduduk miskin di negara di dunia dimana 
Kemiskininan tertinggi dialami oleh Nigeria lebih dari 60% penduduknya miskin. Urutan-
urutan berikutnya banyak ditempati oleh Negara-negara afrika lainnya dengan presentasi 
penduduk miskinnya melampaui 20% hingga 60%, adapun Indonesia menurut data World Bank 
ini kemiskinannya mencapai 17%, adapun menurut BPS hingga bulan Maret 2016 lalu 
kemiskinan  kita ada pada angka 28,1 Juta jiwa atau sekitar 10,41%. 
 
Tabel 1.1 
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Mengigat kemiskinan yang begitu luas tersebar di negara-negara muslim, maka 
diperlukansolusi komprehensif dan terintegrasi semua kalangan dalam menyelesaikannya. 
Partisipasi semua kalangan (stakeholders)baik agensi internasional, pemerintah, dunia usaha, 
akademisi maupun lembaga non pemerintah diperlukan untuk mengatasi problem global 
ini.Inisiasi Mikrofinance syariah di banyak negara tentu memberikan dampak positif terhadap 
pengurangan angka kemiskinan.Karena sejatinya, keuangan mikro syariah ini adalah sebuah 
institusi keuangan yang kehadirannya memberikan stimulasi keuangan bagi mereka yang tidak 
memiliki akses kepada perbankan formal. Namun demikian, apakah keuangan mikro  syariah 
tersebut selama ini telah mempu menjalankan perannya secara baik atau malah mereka 
memiliki nature yang sama seperti perbankan komersial yang hanya mementingkan aspek 
formal saja dalam pembiayaan sehingga orang-orang miskin masih tetap saja tersisihkan dari 
proses pemberian pembiayaan yang diharapkan dari proses financing tersebut akan menambah 
capital dan selanjutnya mereka akan memperbaiki nasib hidupnya.  
Paper ini mencoba mereview sejumlah jurnal guna mendapatkan kesimpulan-kesimpulan 
bagaimana sebenarnya mikrofinance syariah ini dijalankan dan apa input ke depan yang bisa 
diberikan guna terus dapat mengoptimalkan perannya tersebut. Jurnal yang direview dalam 
makalah ini adalah: 
1. Mohamed Aslam Haneef, Integrated Waqf Based Islamic Microfinance Model 
(IWIMM) for Poverty alleviation in OIC Member Countries,Middle-East Journal of 
Scientific Research 19 (2): 286-298, 2014 
2. Hans Dieter Seibel, Islamic Microfinance: Islamic Microfinance in Indonesia: The 
Challenge of Institutional Diversity, Regulation, Journal of Social Issues in Southeast 
Asia, Vol. 23, No. 1 (April 2008) 
3. Nur Indah Riwajanti, Exploring the Role of Islamic Microfinance Institution in Poverty 
Alleviation Through Microenterprises Development, A Case Study of Islamic Financial 
Cooperative (BMT) in Indonesia, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 7 (March 
2014) 
4. Muhammad Akhyar Adnan Shochrul  Rochmatul Ajija, The Effectiveness of Baitul 
Maal wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance 





Tersedia online : http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL 
106 | P a g e  
 
Vol. 9 No.1 (Januari) Tahun 2019 
ISSN: 2087-9202 
Jamaludin, Sejarah, Peran Dan Model Skema Pembiayaan Terintegrasi: Artikel 
Review Tentang Beberarapa Studikeuangan Mikro Syariah 
 
5. Asyraf Wajdi Dusuki, Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance 
initiatives. ISRA Research Paper No.1, 2009 
Dari beberapa paper di atas penulis akan menguangkapkan point-point penting dan dari 
hal tersebut akan dikomparasikan atau dianalisis menggunakan paper-paper lainnya. 
Sejarah Perkembangan dan Urgensi Mikrofinance Syariah di Indonesia 
Perkembangan microfinance syariah di Indonesia perkembangannya tidak terlepas dari 
tumbuhnya semangat keislaman di kalangan kelas menengah Muslim. Lahirnya ICMI dianggap 
sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia dalam penerapan ekonomi Islam. Melalui 
gerbong ICMI inilah Bank Syariah di Indonesia pertama kali didirikan, ditandai dengan 
lahirnya Bank Muamalat. Jauh sebelum ini sejarah mencatat bahwa diawal era 90an inilah 
sesungguhnya mikrofinance syariah lahir yakni untuk pertama kali digagas di masjid Salman 
ITB yakni BMT Teknosa, versi lain mengatakan BMT pertama lahir di Jakarta di bawah inisiasi 
pegiat Islam yakni BMT Bina Insan Kamil (BIK). 
Sejalan dengan pernyataan di atas Siebel (2008) mengatakan bahwa kelahiran Bank 
Syariah di Indonesia pada tahun 1993 mampu menyebarkan semangat inklusi keuangan yang 
dibutuhkan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu 
pengembangan sistem perbankan syariah Indonesia sejalan dengan Lembaga Keuangan Mikro 
Syariah seperti koperasi jasa keuangan syariah, Baitulmaal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil 
(BTM), atau Baitul Qirod di Aceh. Dalam prakteknya, mereka telah menghadapi beberapa 
Tahapan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 berikut. LKMS pertama didirikan pada tahun 
1990. Ada pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah ketika krisis moneter terjadi di Indonesia 
pada tahun 1997-1998, namun setelah itu jumlah tersebut tetap stagnan dan akhirnya menurun 
(Seibel, 2008) 
Tabel 1.2  
Perkembangan Mikrofiance Syariah di Indonesia 1990-2003 
 
No. Phase Period Number of BMT 
1. Initial Growth (Perkembangan awal) 1990-1995 300 
2. 
 






3. Slowing-down growth (Pertumbuhan melambat) 2000 2938 
4. Stagnation and decline and back increase 






Sources: Seibel, 2008 
Dari data riset Siebel (2008) tersebut kita melihat bahwa data terhimpun hanya sampai 
tahun 2003 saja, selanjutnya dari penelusuran leteratur penulis tidak lagi menemukan data hasil 
riset tentang pertumbuhan hingga tahun 2016an ini. Namun demikian menurut sumber lisan 
Kementerian Koperasi mengatakan hingga hari ini ada sekitar 3800 Koperasi Pembiayaan 
Syariah atau BMT di Indonesia.Data lisan lainnya yang menurut penulis bisa dipercaya adalah 
data dari Perhimputan BMT se-Indonesia (PBMT) yang menyatakan bahwa ada 7000 Koperasi 
BMT di Indonesia.Artinya jika kita memakai data kementerian maka dapat disimpulkan bahwa 
pertumbuhan Mikrofiannce Syariah di Indonesia pada 15 tahun terakhir berjalan sangat 
lambat.Kontras dengan data PBMT di atas kita bisa menyimpulkan sebaliknya, terjadi kenaikan 
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Seandainya kenyataan jumlah microfinance di Indonesia berjumlah sekitar 7000an unit, 
maka menurut pereview jumlah tesebut masihlah sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan  
masyarakat miskin di Indonesia yang cukup besar jumlahnya seperti disebutkan di atas sekitar 
28 juta orang, belum lagi jika dihubungkan dengan kebutuhan sektor Usaha Mikro Kecil 
Menengah saat ini yang jumlahnya mencapai 60juta unit. Wilayah Indonesia yang begitu luas 
dan terdiri dari banyak pulau pun menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi hajat orang 
miskin tersebut karenanya kita memerlukan jumlah yang berkali-kali lipat dari total unit yang 
ada pada hari ini. Seperti kita pahami bahwa microfinance syariah ini dianggap mampu 
memberikan kontribusi kepada orang miskin dan UMKM. 
Banyak pakar yang meyakini keuangan mikro sebagai alat yang memiliki energi kuat 
untuk mengentaskan kemiskinan. Ini adalah inisiatif baru yang diakui sebagai pendekatan baru 
untuk mengurangi kemiskinan dan untuk membawa pembangunan ekonomi baru yang tidak 
hanya berfokus pada pertumbuhan tetapi juga pada persamaan dan kualitas pembangunan. 
Posisi LKMS dalam peran ini adalah menjadi agen antara pihak yang surplus ekonomi dengan 
yang deficit ekonomi. Ini adalah tantangan besar bagi LKMS untuk mengakhiri kemiskinan 
dengan menciptakan kekayaan bagipengembangan usaha mikro. Dari situasi ini kita dapat 
melihat bahwa lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam memberi masukan 
dalam proses penciptaan kekayaan ini. Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja 
para pelaku usaha mikro, masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah adalah dengan 
menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, bagi mereka yang “tertendang” dari 
sistem keuangan formal. Dalam banyak kasus, bank umum tidak tertarik untuk meminjamkan 
uangnya kepada usaha mikro karena biaya transaksi per unit kredit tinggi (Juwaini, 2010). 
Selain itu, pengembangan usaha mikro yang baik dan kuat membutuhkan modal yang 
besar karena masalah urgen yang dihadapi mereka di antaranya adalah kurangnya modal. Di 
Indonesia, usaha mikro yang telah menerima pinjaman dari lembaga keuangan hanya sedikit 
dibanding usaha kecil. Ini menunjukkan bahwa negara ini masih dalam pengembangan pasarnya 
(The Asia Fondation, 2001). Modal yang tidak mencukupi membuat bisnis mereka tidak 
kompetitif karena kebanyakan dari mereka tidak dapat memenuhi permintaan di pasar. Pada 
saat bersamaan, hampir semua usaha mikro tidak bisa memenuhi persyaratan bank untuk 
meminjam uang darinya. Dalam situasi ini, peran keuangan mikro syariah diperlukan untuk 
membantu mereka mendukung kebutuhan mereka. 
Selain itu, selain fungsi utama LKMS, yaitu memfasilitasi penyempurnaan usaha kecil 
menengah (UKM) dengan memberi mereka layanan pembiayaan, LKMS juga harus 
menyiapkan program tertentu untuk memberdayakan usaha mikro dalam banyak aspek; Dengan 
demikian, peran mereka tidak hanya sebagai pemberi pinjaman tetapi juga sebagai fasilitator 
dan mitra dalam bisnis klien mereka. Menurut Ismawan (2008) seperti dikutip Amalia (2009) 
untuk memberdayakan usaha mikro dan untuk melayani masyarakat miskin khususnya di 
daerah perkotaan, keuangan mikro dapat mengambil banyak posisi alternatif, yaitu sebagai 
perbankan orang miskin, Keanggotaan merupakan faktor kunci dalam aktivitas mereka. Bentuk 
kedua adalah perbankan dengan orang miskin, model ini menggunakan institusi lain untuk 
menjadi mitra dan kita bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dan bentuk terakhir adalah 
perbankan bagi orang miskin; Model ini didasarkan pada lembaga pemberi kredit yang 
merupakan sumber pendanaan terutama dari pemerintah atau program internasional yang 
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin (Amalia, 2009). 
Keistimewaan lembaga keuangan mikro yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan 
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disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin. Mereka dapat mengakses LKMS 
dari layanan keuangan seperti, kredit, modal ventura, tabungan, asuransi, pengiriman uang. 
Karena layanan ini disediakan oleh LKMS dalam transaksi berskala mikro, karena masyarakat 
miskinlah yang memiliki anggaran keuangan terbatas untuk menikmati layanan ini. Ada begitu 
banyak manfaat dari penyediaan keuangan. Orang miskin bisa mendapat kesempatan untuk 
meningkatkan pendapatan rumah tangga dan keamanan ekonomi mereka. Pendapatan yang 
dihasilkan dapat membangun aset dan mengurangi kerentanan; Menciptakan permintaan untuk 
barang dan jasa lain (terutama nutrisi, pendidikan, dan perawatan kesehatan); Dan merangsang 
ekonomi lokal. 
Dari sisi pelanggan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, 
Bangladesh, Pakistan dan negara-negara Muslim lainnya, permintaan akan Layanan Keuangan 
Mikro Syariah sangat tinggi (Dian Masyita, 2011). Hal ini karena sebagian besar LKMS 
beroperasi secara informal, seperti laporan CGAP bahwa pada tahun 2011, 72% orang yang 
tinggal di negara-negara Muslim tidak menggunakan layanan keuangan formal, oleh karena itu 
keberadaan IMFI sangat membantu bagi kelompok berpenghasilan rendah. Juwaini (2010) 
menegaskan bahwa tingginya permintaan LKMS karena pendekatan Islam dalam Keuangan 
Mikro Syariah dalam mengurangi kemiskinan lebih inklusif daripada yang konvensional.  
Inklusivitas keuangan mikro syariah memberi kesempatan untuk menciptakan kondisi 
dasar bagi pertumbuhan keuangan mikro yang berkelanjutan dan sukses. Salah satu kekuatan 
LKMS adalah mereka memiliki kerja sama dan solidaritas, sebuah norma yang penting bagi 
etika Islam. Selain itu, kebutuhan pendirian dan permintaan untuk lembaga keuangan mikro 
syariah telah menjadi aspirasi umat Islam karena banyak umat Islam yang ingin bebas dari 
transaksi yang tidak wajar; Untuk memenuhi kebutuhan ini, pengembangan LKMS Islam tidak 
bisa dihindari dan harus digerakkan.Meskipun keuangan mikro syariah memiliki banyak 
keuntungan, ada banyak hambatan serius di pasar. Masyita (2011) dalam studinya 
mengidentifikasi penghalang semacam itu.  
Permintaan Keuangan Mikro Syariah di Dunia 
Bagaimana respon dan permintaan yang tinggi terhadap layanan keuangan mikro syariah 
dapat pereview sampaikan beberapa data berikut ini: 
 Lebih dari 60 persen survei responden berpenghasilan rendahdi Tepi Barat dan Gaza 
mengklaim preferensi utama mereka adalah memakai produk keungan islami lebih dari 
pada produk konvensional. Lebih dari separuh responden tersebutLebih suka produk 
seperti itu bahkan mereka rela datang ke Lembaga Keuangan  yang lebih tinggi harga 
marginnya (PlaNet Finance, 2007) 
 Di Yordania, studi oleh USAID (2002) dan IFC / FINCA(2006) menunjukkan bahwa 
24,9 persen dan 32 persen, masing-masing dari mereka yang diwawancarai mengutip 
alasan agama untuk tidak mencari pinjaman di lembaga keungan mikro konvensional. 
Dari studi IFC / FINCA tersebut juga menunjukkan bahwa 18,6 persen dari mereka 
yang diwawancarai menilai alasan agama sebagaiSatu faktor terpenting dalam 
keputusan mereka mendapatkan pinjaman 
 Di Aljazair, sebuah penelitian di tahun 2006 mengungkapkan bahwa 20,7 
persenPemilik usaha mikro tidak mengajukan pinjaman terutama karena alasan agama 
(FrankfurtSekolah Keuangan dan Manajemen 2006). 
 Di Yaman, diperkirakan 40 persen penduduk miskin menuntut layanan keuangan 
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 Di Suriah, sebuah survei mengungkapkan bahwa 43 persen dariResponden menganggap 
alasan agama untuk menjadiHambatan terbesar untuk mendapatkan kredit mikro. 
DiSelain itu, 46 persen responden yang belum pernahmengajukan pinjaman berarti 
alasan agama. 
Alasan utama yang tidak pernah mereka terapkan. Hampir 60 persen peminjam saat ini 
mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukanmengajukan pinjaman lain karena 
alasan agama (IFC2007b). 
 Selain studi yang ditugaskan oleh(IFC, 2000)Laporan Bank Indonesia menunjukkan 
bahwa 49 persen daripenduduk pedesaan Jawa Timur menganggap bungadilarang dan 
lebih memilih untuk lembaga keuangan mikro syariah.Meski ada pasar klien miskin 
yangsecara ketat terlibat dalam transaksi syariah, ada jugakategori klien muslim yang 
menggunakanproduk konvensionaltapi lebih memilih yang Islami. 
Peran Mikrofinance Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan 
Dalam sesi ini pereview akan megulas dampak microfinance syariah terhadap 
pengentasan kemiskinan Paper  Nur Indah Riwajanti (2014) dan Ahyar Adnan dan Shachrur 
Rohcmah (2015) cukup representatif untuk direview. Riwajanti (2014) meneliti dampak 
pembiayaan mikrofiannce syariah terhadap kemiskinan di Jawa timur studi kasus terhadap 179 
nasabah BMT di Provinsi tersebut. Penelitan ini menghasilkan kesimpulan bahwa intervensi 
keuangan syariah terhadap nasabah tersebut telah mengurangi angka kemiskinan dari semula 
44,4% menjadi 36,3%. Indikator lainnya bahwa peran keuangan mikro syariah ini penting bagi 
pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ditandai dengan temuan lain dalam riset 
ini. Terdapat kenaikan yang signifikan bagi pelaku usaha kecil yang telah mendapatkan 
pembiayaan syariah oleh BMT di antaranya ada kenaikan total penjualan bersih (net sales), 
peningkatan biaya rumah tangga (expenditure cost), penambahan tenaga kerja (employment) 
yang diperkerjakan dan juga kenaikan income. Kesimpulan  mengenari relasi pembiayaan 
syariah dengan pengentasan kemiskinan dari hasil riset di atas adalah bahwa penambahan 
modal produktif dapat menambah produktifitas UMKM yang mana dengan tambahan modal 
tersebut dapat digunakan untuk menaikkan volume penjualan yang pada akhirnya 
mendatangkan tambahan keuntungan yang dapat digunakan untuk belanja rumah tangga 
maupun penambahan investasi tenaga kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas yang 
lebih baik lagi sehingga pada akhirnya peningkatan tersebut akan mengurangi angka 
kemiskinan. 
Menurut pandangan reviewer dari riset di atas menunjukan bahwa peranan LKMS seperti 
BMT di Jawa Timur tersebut sangatlah efektif dalam membantu pemerintah dalam mengurangi 
angka kemiskinan. Stimulus anggaran yang digulirkan selama ini oleh BMT ternyata efektif 
meningkatkan produktivitas masyarakat bawah karenanya penambahan dana yang digulirkan 
menjadi kebutuhan mutlak bangsa Indonesia jika ingin keluar dari kemiskinan akut.  
Seperti kita ketahui Lembaga keuangan mikro telah meningkat pertumbuhannya di 
Indonesia yang diinisiasi sejak tahun 1990an; LKMS yang didirikan ini dijalankan guna 
memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan pendirian LKMS(Islamic 
Microfinance Institutions), menurut Harran adalah menciptakan layanan keuangan yang bisa 
diakses oleh orang-orang yang tinggal di tingkat akar rumput (Al-Harran, 2000). Sedangkan 
menurut Chowdary, Mirghani et.al. (2011) tujuannyatersebut dapat diperoleh dengan 
memberikan layanan keuangan yang efektif dan efisien bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
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menegaskan bahwa perbankan komersial gagal memberikan layanan keuangan kepada 
masyarakat miskin. Pasar di tingkat mikro tidak menguntungkan bagi perbankan komersial. 
Sebagai konsekuensinya, keuangan mikro muncul sebagai institusi pembangunan ekonomi yang 
memiliki keunggulan kompetitif untuk melayani kebutuhan finansial kelompok berpenghasilan 
rendah di masyarakat. 
Seperti kita ketahui bahwaistilah keuangan mikro mengacu pada penyediaan layanan 
keuangan kepada nasabah berpenghasilan rendah, termasuk wiraswasta. Layanan diberikan 
seperti layanan simpan pinjam, asuransi dan pembayaran (Ledgerwood, 1999); Di sisi lain 
keuangan mikro syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang 
menawarkan pembiayaan mikro dengan menggunakan berbagai mekanisme yang 
dinominasikan dengan akad syariah seperti qord alhasan, murabahah dengan bay bithaman 
ajil, salam, ijarah, dan sebagainya. Selain itu, dalam keuangan mikro syariah, transaksi yang 
melibatkan Riba, gharar, jahl, darar dan norma-norma penghambat lainnya dalam Keuangan 
Islam dilarang (Obeidillah, 2008). Obeidillah mencatat beberapa perbedaan antara keuangan 
mikro konvensional dan keuangan mikro syariah. Dalam keuangan mikro syariah disamping itu 
dapat memobilisasi dana eksternal dan menyelamatkan nasabah karena sumber dana mereka 
juga mengeksplorasidana sosial seperti zakat, dan wakaf sebagai sumber dana untuk pendanaan. 
Untuk cara pembiayaan, keuangan mikro konvensional dapat dengan mudah menyesuaikan 
pembiayaan berbasis minat. Banyak penelitian telah dilakukan untuk membuktikan bahwa 
seperti Khandaker (2003), dia melakukan penelitian tentang dampak kredit mikro terhadap 
peminjam Grameen Bank, BRCA dan Bangladesh Rural Development (BRDB) dan 
Menemukan bahwa keuangan mikro membantu mengurangi kemiskinan ekstrim lebih dari 
sekedar kemiskinan moderat. Kesejahteraan dampak positif untuk semua rumah tangga kredit 
availing.  
Penelitian Riwajanti (2014) tersebut mengkonfirmasi hasil penelitan terdahulu yang 
dilakukan oleh Widyanto dan Ghafar (2010) mereka mengungkapkan bahwa Baitul Maal wa 
Tamwiil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro di Indonesia mampu memperbaiki 
kinerja usaha Pengusaha Mikro (UMKM) secara efektif. Berdasarkan penelitian mereka 
menggunakan 60 BMT dan 204 pengusaha mikro sebagai sampel yang berlokasi di Jawa 
Tengah, Indonesia, penelitian ini membuktikan bahwa kinerja usaha pengusaha mikro 
(pendapatan usaha, keuntungan, dan aset) meningkat secara signifikan setelah mengikuti 
pembiayaan BMT. Awalnya, ketika mereka bergabung dengan BMT untuk pertama kalinya, 
pendapatan bisnis, keuntungan, dan aset rata-rata pengusaha mikro adalah Rp. 3,434,120.10, 
Rp. 803.379,90, dan Rp. 10.002.598,04, dan dalam kondisi terakhir (saat penelitian dilakukan) 
meningkat menjadi Rp. 7,742,279.41, Rp. 1.877.972,79, dan Rp. Masing 25.854.341,67. 
Karena jelas  bahwa secara ideal LKMS Sebagai salah satu lembaga ekonomi memiliki 
serangkaian manfaat, menurut Rodoni dan Hamid (2008) BMT memiliki beberapa tujuan, 
sebagai berikut: 1) meningkatkan potensi ummat agar dapat berpartisipasi dalam mengurangi 
program kemiskinan terutama untuk memberdayakan pengusaha mikro Muslim, 2) Memberikan 
kontribusi yang baik dalam Untuk meningkatkan kesejahteraan ummah, 3) menyediakan 
sumber pembiayaan bagi pengusaha mikro dengan kepatuhan syariah, 4) Mendorong 
masyarakat untuk menyimpan uang mereka dalam skema Islam, 5) mendorong usaha produktif 
guna meningkatkan kesempatan kerja yang dapat membantu pemerintah mengurangi Tingkat 
pengangguran. 
Membicarakan peran BMT sebagai lembaga mikrofinance syariah di Indonesia tidak 
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Indonesia dengan assetnya yang telah melampaui Bank-Bank pembiayaan Rakyat syariah 
(BPRS) . Hingga kini assetnya telah mencapai Rp2,2 Triliun pada akhir Oktober 2016 
(www.sidogiri.co.id), total asset tersebut adalah terbesar dibandingkan BMT-BMT yang ada di 
Indonesia. Karena itu, review pelengkap paper ini mencoba mengangkat hasil penelitan yang 
bertempat pada BMT Sidogori tersebut.Adnan dan Ajija (2015) menyatakan bahwa BMT ini 
didirikan tahun 1997 dan berkembang menjadi 9 cabang sampai tahun 2005. Setelah itu 
bertambah terus cabangnya dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2006 bertambah 5 cabang, 
pada tahun 2007 sampai dengan 2008 mengalami lagi penambahan 6 cabang sedangkan pada 
tahun 2009 tetap bertambah walau Cuma 2 cabang berikutnya tahun 2010 bertambah lagi 10 
cabang.Pertumbuhan cabang yang pesat ini tentunya membawa implikasi positif terhadap 
pertumbuhan pendapatan (revenue) BMT. Jika pada era sebelum tahun 2000 membukukan 
pendapatan Rp 6,216 Miliar, maka nilai ini terus tumbuh menjadi Rp 129,465 Miliar pada tahun 
2008 dan terus tumbuh menjadi Rp 342,418 miliar pada tahun 2009.  
Selain memaparkan data-data di atas Adnan dan Ajija (2016) memaparkan hasil 
penelitian yang menarik dari nasabah BMT Sidogiri tersebut dengan menggunakan uji beda (t-
test) mereka mengukur sejauh mana BMT mampu mengengtaskan kemiskinan yang dialami 
oleh nasabah atau klien dari BMT Sidogiri, hasilnya adalah terjadi kenaikan pendapatan dari 
dan sesudah menerima pembiayaan dari BMT Sidogiri. Ini ditandai dengan penolakan hipotesis 
0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan sehingga bisa dikatakan bahwa 
H1 diterima dengan t-value is -8.959 dengan signifikansi penelitian 0.5. Artinya, dapat 
disimpulkan bahwa BMT mampu mengentaskan kemiskinan. 
 
Pandangan Kritis terhadap Mikrofinance 
Ada konsensus bahwa LKM memperluas layanan keuangan kepada orang miskin yang 
biasanya terabaikan oleh jasa keuangan komersial.Akses terhadap keuangan penting bagi 
masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan kekayaan,menghasilkan 
pendapatan, mendorong kewirausahaan, memberdayakan perempuan, memperbaiki kesehatan 
dan akses terhadap pendidikan, dan mengurangi kemiskinan.Pertanyaan kritis kita adalah 
apakah benar sesungguhnya microfinance baik konvensional maupun syariah mampu 
menyelesaikan kemiskinan tersebut.Beberapa temuan riset yang reviewer tampilkan 
sebelumnya memang ada perbaikan kesejahteraan mereka kaum miskin.Para pendukung 
microfinance pastinya mengatakan bahwa LKM telah berkontribusi terhadap pengurangan 
angka kemiskinan.Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa memang sesungguhnya ada 
dampak positif terhadap hal tersebut. 
Tidak demikian dengan sebagian kecil ilmuan atau akademisi yang masih meragukan 
bahwa microfinance belumlah efektif dalam mengentaskan kemiskinan.Sebuah bencana 
kebangkrutan microfinance di India menjadi contoh buruk praktek microfinance.Tahun 2010an 
industrialisasi microfinance terjadi di India mengambil sukses Bank Grameen di Bangladesh, 
banyak lembaga keungan bisnis yang melebarkan sayap ke area pembiayaan mikro 
ini.Dampaknya, terjadi persaingan ketat pada industry ini yang pada akhirnya terjadi praktek 
tidak sehat dalam penyaluran pembiayaan dimana overcredit terjadi di mana-mana. 
Mikrofinance berlomba membiayai nasabah sehingga akhirnya penggunaan kredit mikro ini 
justru membebani hidup para orang miskin di sana. Mereka melakukan pembelian berlebih atau 
banyak mengkonsumsi hal yang tidak diperlukan dari dana pinjaman tersebut. Maka, bisa 
dibayangkan bahwa dampak berikutnya adalah menurunnya produktifitas orang miskin karena 
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membayar hutang dan secara massif terjadilah gelombang gagal bayar (default) yang menjadi 
beban bagi industry keuangan mikro itu sendiri. 
Kritik yang lain misalnya adalah bahwa microfinance selama ini gagal dan bahkan tidak 
mau atau menghindari diri dari memberikan pembiayaan kepada mereka yang tergolong paling 
miskin (poorest of the poor)¸dimana kemiskinan ekstreem ini sebenarnya masih banyak terjadi 
di mana-mana. Secara mental  psikologis kelompok ini sudah memiliki barrier tersendiri untuk 
dapat ikut mengakses program pembiayaan mikro. Karenanya, hampir dipastikan bahwa 
microfinance tidak mampu menyentuh mereka karena memang terlalu berisiko untuk 
diintervensi keuangan. Hal lain juga selama ini terjadi bahwa mereka yang terlalu berisiko 
tinggi untuk gagal dalam pembiayaan akan terjauhi dari kelompok miskin lainnya yang enggan 
menjadikan mereka kelompok bagi beberapa skema pembiayaan yang menggunakan kelompok 
sebagai instrument penting pembiayaan seperti apa yang terjadi di Grameen Bank yang 
menggunakan kredit tanggung renteng(Niels Hermes and Robert Lensink, 2007).  
Menjawab persoalan tersebut,  reviewer mendapatkan sebuah riset yang dilakukan oleh 
Haneef et.al (2014), riset yang dibiayai oleh SESRIC Turkey dan IIUM Malaysia yang 
dilakukan di 3 negara OKI yakni Malaysia, Bangladesh dan Indonesia. Riset ini mencoba 
menjawab kritik terhadap microfinance yang tidak mampu menyelesaikan persoalan orang 
termiskin dari penduduk miskin yang ada. Dalam riset ini Haneef et al, membuat sebuah model 
yang ia namakan Integrated waqf based Islamic micrfinance model (IWIMM) atau model 
pembiayaan mikro yang terinegrasi wakaf.  
Sebenarnya ini sejalan dengan fungsi BMT yang ada di Indonesia.BMT di Indonesia saat 
ini memiliki 2 fitur yang mengakomodasi sektor sosial dengan sektor komersial, dimana dua 
fungsi ini menyatu menjadi Baitul Tamwil dan Baitul Maal.Namun demikian selama reviewer 
berinteraksi dengan BMT selama ini yang berjalan efektif baru satu fungsi saja yakni baitul 
Tamwil atau Rumah Pembiayaan.Berikut adalah skema ideal BMT. 
Gambar 1.1 
 Fitur BMT 
 
 
Sumber: Karim (2010) 
Dalam riset tersebut dijelaskan bahwa Pembiayaan mikro terintegrasi wakaf adalah 
sebuah model mikrofiannce yang dalam pembiayaannya menyentuh langsung problem orang 
termiskin yang sejatinya tidak mampu melakukan pembiayaan untuk dinaikan harkat dan 
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selanjutnya setelah mampu melakukan pembiayaan komersial maka mereka akan diberikan 
pembiayan tersebut. 
Jadi pada tahap awal stimulus dana charity digunakan untuk pengembangan sumber daya 
manusia (SDM) orang miskin melalui upaya misalnya pendidikan pelatihan, perbaikan 
mentalitas dan juga kesehatan. Selain itu mereka juga diberikan jaminan asuransi (takaful) agar 
problem kesehatannya terpenuhi.Tahap berikutnya barulah menggunakan instrument 
pembiayaan komersial melalui serangkaian projek pembiayaan.Secara skematik tergambar dari 
skema dibawah ini. 
 
Gambar 1.2 
 Skema Pembiayaan terintegrasi dengan Wakaf 
 
Sumber: 
Haneef et al (2014) 
 
Model tersebut oleh Haneef et al diujikan melalui serangkaian tahapan dan 
metodologi.Dalam pembuatan model mereka melakukan serangkaian wawancara mendalam 
dan konsultasi perbaikan model dan selanjutnya secara kuantitatif melalui menggunaan metode 
analisis data Structural Equation Modelling (SEM) diujikan. Hasilnya adalah pengoptimalan 
dana wakaf dan sosial lainnya untuk diintegrasikan kepada pembiayaan syariah memiliki 
dampak yang cukup baik pada institusi microfinance karena ia akan menguatkan dan 
menyiapkan peserta program pembiayaan dengan asuransi dan juga pendidikan yang akan 




Dari beberapa artikel yang kami review didapat kesimpulan bahwa keberadaan 
microfinance syariah sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia dan negara lainnya. 
Betapapun ada perdebadan masalah efektifitas microfinance dalam pengentasan kemiskinan 
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hidupnya ketika terlibat dalam pembiayaan mikro syariah.Adapun kelompok termiskin yang 
belum mampu mengikuti program pembiayaan komersial dapat diatasi dengan menggunakn 
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